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Abstract. Home is a basic need, fundamental and a prerequisite for every individual to survive and enjoy a life that is
dignified, peaceful, safe and comfortable. Therefore, it is the responsibility of housing providers to also support
burial facilities that are accessible to the community. The purpose of this study is to determine whether the
obligation of the developer of flats in Sidoarjo Regency to provide burial land as a public facility is a must to
maintain welfare and survival, and how law enforcement is carried out if the developer does not fulfill this
obligation in accordance with the applicable law. The research method used in this article is normative legal
research. This approach involves the collection and analysis of primary legal materials, such as laws, regional
regulations,and policies related to the development of flatsand the provision of grave land. In addition,secondary
legal materials such as court decisions, policy documents, and related literature are also used to support the
analysisin thisarticle.
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Abstrak. Rumah merupakan kebutuhan dasar, fundamental, dan prasyarat bagisetiap individu untuk bertahan hidup dan
menikmati kehidupan yang bermartabat, tenteram, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab
penyediaan perumahan untuk mendukungfasilitas pemakaman yangdapat diaksesoleh masyarakat. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menentukan apakah kewajiban pengembang rumah susun di Kabupaten Sidoarjo da lam
menyediakan tanah makam sebagaifasilitasumum merupakan suatu keharusan untuk menjaga kesejahteraan dan
kelangsungan hidup, serta bagaimana penegakan hukum dilakukan jika pengembang tidak memenuhi kewajiban
tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel iniadalah
penelitian hukum normatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis bahan hukum primer, seperti
undang-undang, peraturan daerah, dan kebijakan terkait pengembangan rumah susun dan penyediaan tanah makam.
Selain itu, bahan hukum sekunder seperti putusan pengadilan, dokumen kebijakan, dan literatur terkait juga
digunakan untuk mendukunganalisis dalam artikel ini.

Kata Kunci - Kewajiban Pengembang Rumah; Tanah Makam; Fasilitas

|. PENDAHULUAN

Kemerdekaan Negara Indonesia tidak serta merta hanya ingin terbebas daripenjajahan, namun masyarakat serta
bangsa Indonesia ingin memulai fase kehidupan baru yang lebih layak dan lebih baik dari masa sebelum
kemerdekaan.[1] Tujuan dan cita — cita perjuangan bangsa tersebut telah termaktub dalam pedoman hidup dari
bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang—Undang Dasar 1945 sebagai landasan konsitusiNegara Indonesia.
Secara implisit hadirnya Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara telah
menyertakan tujuan dan cita — cita perjuangan bangsa Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan
makmur.[2] Kehidupan yang adil dan makmur yang dimaksudkan ialah kehidupan yang telah tercukupi segala
kebutuhannya mulai dari kebutuhan primer hingga tersier. Salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh
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masyarakat demi terwujudkan kehidupan yang lebih makmur dan lebih baik dari sebelumnya ialah kebutuhan
terhadap perumahan.

Perumahan merupakan salah satu bentuk kebutuhan primeryangdibutuhkan oleh masyarakat yangmendasar dan
salah satu yang diprioritaskan untuk segera dipenuhi, karena bagi sebagian kelompok masyarakat menyatakan
bahwa rumah atau perumahan adalah kebutuhan yang fundamental untuk tetap bertahan hidup serta menjalanihidup
yang lebih terhormat dan bermartabat serta menciptakan iklim keluarga yang aman, damai serta nyaman.[3]
Semakin tingginya pertumbuhan pembangunan perumahan selaras dengan semakin tingginya pertumbuhan
penduduk yangada diIndonesia saat ini. Pembangunan perumahan pun juga tidak serta merta hanyacukup dengan
bangunan rumah saja, melainkan untuk mewujudkan hidup yanglebih baik diperlukan fasilitas — fasilitas penunjang
lainnya untuk membantu mewujudkan cita — cita hidup lebih baik.[4]

Salah satu fasilitas yangsangat diperlukan oleh masyarakat adalah fasilitas pemakaman.[5] Semakin tingginya
angka kelahiran juga selaras dengan tingginya angka kematian juga. Itu sebabnya fasilitas pemakaman dirasa sangat
dibutuhkan untuk ada dan dihadirkan bersamaan dengan pembangunan sebuah perumahan. Pemakaman merupakan
satu kesatuan yangtidak terpisahkan darikomponen pembentuk ruangtata kotayangbaik. Memaknaipemakaman
sendiri dapat ditafsirkan dalam regulasi Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 mengenai Pengalokasian Penggunaan
Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, dijelaskan bahwa kawasan pemakaman merupakan lahan yang
dipersiapkan untuk keperluan pemakaman bagiseluruh warga tanpa memandang perbedaan agama maupun latar
belakang, dan pengurusan lahan ini dilaksanakan oleh otoritas Pemerintah Daerah tingkat Il atau Pemerinta h tingkat
Desa.[6] Mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, rincian mengenai penyediaan area
pemakaman juga dicakup dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyediaan Fasilitas Infrastruktur, Sarana, dan Utilitas dalam Kawasan Permukiman diDaerah..

Prasarana, sarana, dan utilitas umum di lokasi tempat permukiman akan sangat mempengaruhi kehidupan
masyarakat karena masing-masing prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut membawa fungsi masing-masing
yangdapatsaling melengkapidalam kehidupan perumahan warga.[7] Menurut Pasal 7 Jo. Pasal4 Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor9 Tahun 2009 adalah pemukiman dan perumahan harusdilengkapidengan prasarana, sarana,
dan utilitas. Istilah perumahan dan pemukiman mengacu pada perumahan yang dibangun secara vertikal dan
horizontal. Pada hakekatnya ketersediaan fasilitas perumahan merupakan tanggung jawab pelaksanaan
pembangunan hunian dan tempat hidup.[8] Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dalam Pasal 19 Undang - Undang No. 1 Tahun 2011 dijelaskan dan
menyebutkan bahwa perumahan dan pengelolaan perumahan melakukan untuk memenuhikebutuhan dasarmanusia
dan meningkatkan rasa kebersamaan diantara masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan rumahdan perumahan
yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau perseorangan untuk menjamin hak setiap warga negara
untuk memiliki, menempati,dan menikmatihunian harus layak, sehat,aman, serasi, dan teratur.[9]

Kewajiban dalam konsep ilmu hukum merupakan beban yangdiberikan oleh hukum kepada subyek hukum.[10]
Dalam artian sesuatu yangharusdi laksanakan tanpaterkecualikonsep kewajiban dalam penyediaantanah makam
di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2011 Tentang Kewajiban pengembang
perumahan menyediakan tanah makam tertuang aturan dalam penyediaan tanah makam tersebut. Setelah
mempertimbangkan beberapa penjelasan di atas, penulis memerlukan analisis dan penelitian lebih lanjut untuk
mengembangkan topik ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: “Kewajiban pengembang rumah susun di
Kabupaten Sidoarjo terkait penyediaan lahan pemakaman berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011
Tentang Kewajiban PengembangPerumahan Menyidiakan Tanah Makam”.

Dalam penelitian ini terdapat dua issue hukum yanghendak dikaji, pertama apakah pengembangrumah susun di
kabupaten sidoarjo telah menyediakan tanah makam; kedua, bagaimakah penegakan hukum bagi pengembang
rumah susun yangtidak menyediakan tanah makam di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dalampenelitahan ini adalah
untuk mengetahui bagaimana kewajiban yang mengatur tentang pengembang rumah susun dalam menyediakan
tanah makam dan bagaimakah penegakan hukum apabila pengembang rumah susun tidak menyediakan tanah
makam sebagaidiaturdalam regulasi.
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Il. METODE

Penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum normatif -empiris pendekatan untuk memahamihukum yang
mencakup analisis aturan hukum (normatif) dan implementasinya dalam praktek nyata (empiris) sebagai hasil dari
keberlakuan norma hukum. dengan menggunakan pendekatan Statue Approach meninjau undang-undang dan
kebijakan yangterkaitdengan masalah hukum yangditeliti[11]. Penulis menganalisis bahan hukum primer, diantara
lain adalah:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-UndangRepublik Indonesia No 4 tahun 1992 TentangPerumahan Dan Pemukiman.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 Tentangpedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas.

Undang- Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman

Perubahan daru UU No 4/1992 Tentangperumahan dan pemukiman.

5. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Tanggung Jawab Pengembang
Perumahan dalam Penyediaan Lahan Pemakaman.

6. Peraturan BupatiNomor4 Tahun 2016 Tentang Rumah Susun

7. Undang-—UndangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

PoobdPE

Selain itu, penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan langsung dengan pokok
permasalahan yangdihadapi[12].bahan hukum sekunderadalah jurnalartikeldan referensi buku yang terkait dalam
penelitihan adapun dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara kepada dinas perumahan
permukiman dan cipta karya terkait untuk memperdalam dan memperjelas pokok permasalahan dalam penelitihan.

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Pengembang Rumah Susun di Kabupaten Sidoarjo Dalam Penyediaan Tanah Makam.

Kebutuhan utama masyarakat Indonesia terkait dengan perumahan dan permukiman, dalam penjelasan
perumahan dan pemukiman dibagi menjadi 2 jenis diantara lain Perumahan tidak bersusun dan rumah susun
disebutkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,
Sarana Dan Utlitas Peurmahan Dan Pemukiman Daerah. Dalam Bab 3 Perumahan Dan Pemukiman Pasal4 (Empat)
Adapun maksud dalam pasal tersebut di perjelas dalam pasal 6 rumah susun dimaksud berupa Gedung bertingkat
dalam suatu lingkungan. maka dari itu pendirian rumah susun (disebut juga rusun) telah diadakan sebagai solusi
perumahan terutama di daerah perkotaan dengan populasi penduduk yang tinggi sementara lahan yang terbatas.
Pembangunan rumah susun bertujuan untuk meningkatkan penggunaan lahan secara efektif dan efisien, serta
mencegah timbulnya permukiman yang tidak layak. Perizinan untuk mendirikan rumah susun tentunya harus
memenuhi persyaratan khusus, karena struktur dan tata letak rumah susun memiliki karakteristik yang khas dan
berbeda dari model perumahan konvensional.[13]

Pengertian rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan pembinaan keluarga. Jika
beberapa rumah yang membentuk suatu lingkungan tempat tingga | dilengkapi dengan fasilitas dan sarana, maka
disebut perumahan. Pemukiman mencakup lingkungan di luar kawasan lindung, baik di perkotaan maupun di
pedesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan pusat aktivitas untuk mendukung kehidupan. Satuan
lingkungan pemukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran yang telah diatur dengan
baik dalam halpenggunaan tanah, ruang, serta sarana dan prasaranalingkungan. Kelengkapan fisik lingkungan yang
mencakup prasarana merupakan hal penting untuk memastikan pemukiman dapat berfungsi dengan baik. Sarana
lingkungan mencakup fasilitas yangmendukungkehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara utilitas umum
adalah fasilitasyangmendukungdan memberikan pelayanan bagilingkungan tersebut. Secara umum, definisi dan
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penjelasan mengenai perumahan dan pemukiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman. Perumahan dapat diartikan sebagai sekelompok rumah yang berfungsi sebagai
lingkungan tempattinggal atau hunian, yangdilengkapi dengan prasaranadan sarana lingkungan.[14]

Perusahaan Pembangunan Perumahan, yang juga disebut Pengembang Perumahan, adalah perusahaan yang
bergerak dalam pembangunan berbagaijenis perumahan dengan skala yangbesardi atassuatu lahan,dengan tujuan
membentuk lingkungan pemukiman yang terintegrasi. Perusahaan ini menawarkan fasilitas sosial dan prasarana
lingkungan yang diperlukan bagi penduduknya. Definisi ini dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974.

Berdasarkan Undang-UndangNo.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU No.1/2011),
pengembangperumahan termasuk dalam kategoripenyelenggara atau pengembangpembangunan perumahan dan
pemukiman.Penyelenggaraan rumah dan perumahan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
individu tertentu. Tujuan utama dari penyelenggaraan ini adalah untuk menjamin hak setiap warga negara untuk
dapat menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yanglayak, dalam lingkungan yangsehat,aman, serasi, dan
teratur. Pasal 4 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 menjelaskan tentang pemukiman dan
perumahan yangdilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. Dalam konteks ini, perumahan dan pemukiman
dapat mencakup perumahan yang berbentuk rumah susun (vertikal) dan rumah-rumah yang berdiri sendiri
(horizontal). yangtermasuk dalam perumahan dan pemukiman antara lain sarana Pemakaman yaitu tempat untuk
pemakaman dan pemakaman jenazah.

Tempat Pemakaman Umum merupakan areatanah yangditentukan untuk tujuan pemakaman jenazah dari siapa
pun, tanpa memandang perbedaan agama atau golongan. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Tingkat Il atau Pemerintah Desa. Definisi ini dijelaskan dalam Pasal1 dari Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 yang mengatur mengenai penyediaan dan penggunaan tanah untuk
keperluan Tempat Pemakaman.

TujuandariTempat Pemakaman Umum adalah untuk menyediakan tempat yanglayak dan pantas bagi setiap
individu untuk dimakamkan tanpamemandang perbedaan agama atau latarbelakanggolongan. Dengan demikian,
masyarakat diberikan akses untuk menghormati dan mengurus pemakaman keluarga atau orang-orang tercinta di
area tersebut. Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum oleh pemerintah setempat juga penting untuk memastikan
tata kelola yangbaik dan keberlangsungan darifasilitas ini.

Kewajiban Penyediaan tanah makam diKabupaten Sidoarjo Diaturdalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44
tahun 2011 Tentang Kewajiban PengembangPerumahan Menyediakan Tanah Makam Dalam Kewajiban Tersebut
sebagaiberikut:

Pasall  Ayatl  Setiap pengembangperumahanwajib menyediakan tanah makam
Luasan tanah makam sebagaimanadimaksud pada ayat 1 adalah sebesar2% (Dua Persen)
Ayat2  dariluas perumahan sebagaimana tercantumdalam keputusan Bupati Sidoarjo terkait
persetujuan rencana tapak (site plan) perumahan tersebut

Penjabaran Dalam Pasal 1 ayat 1 “Setiap pengembang Perumahan Wajib menyediakan tanah makam” jelas
setiap pengembang atau sering dikenal developer perumahan adalah instansi atau pelaku usaha yang membangun
atau mengembangkan suatu wilayah membangun hunian atau rumah susun atau non susun, wajib dalam konteks
ialah suatu yang harus dijalankan yang bersifat memaksa, menyediakan atau menyiapkan dalam tanah makam
adalah jelas secara teratur dalam ketersediaan tanah makam dalam pembangunan suatu perumahan wajib
menyediakan tanah makamtersebut. lalu untuk luasantanah makamdiaturdalamayat 2 “Luasan tanah makam
sebagaimanadimaksud padaayat (1) adalah sebesar2%(dua persen) dari luasperumahan sebagaimana tercantum
dalam keputusan Bupati terkait persetujuan rencan tapak (site plan) perumahan tersebut.” Didalam ketersediaan
tanah makam sudah secara jelassebesar2 persen dari luastanah perumahan tersebut diartikanmempunyai luasan
berbeda-beda dalam setiap pembangunan dan ketersediaan tanah makam setiap pembangunan perumahan.
Kemudian dalam penyediaan tanah makam diaturdalam pasal2 ayat 1 “Penyediaantanah makam sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 dapat dilaksanakan dibagimenjadi3 bagian diantara lain adalah :
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a. Menyediakantanah makam didalam lokasiperumahan atau diluar lokasi perumahan;
Menyediakan tanah makam melalui Kerjasamadengan pihak desa/kelurahan dimaksud; atau
c. Menyediakan tanah makam melaluitanah makam yangdisiapkan oleh Asosiasi Pengembang perumahan di
Sidoarjo
Dalam muatan point-point di atas merupakan bentuk dalam penyediaan tanah makam di Kabupaten Sidoarjo
yang di atur oleh Peraturan Bupati, namun dalam ketersediaan tersebut harus dibuktikan diantara point A dengan
pembuktian peruntukannya. Buktidalam penyediaan tanah makam apabila diluar lokasi Perumaan penyediaan tanah
makam melalu kerjasama dengan pihak desa/keluarahan, penyediaan tanah makam melalu Asosiasi Pengembang
Prumahan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan bersamaan dengan
pengurusan persterujuan rencana tapak (Site Plan). Dan apabilah ketersediaan tanah point C, Asosiasi Pengembang
Perumahan wajib melaporkan perkembangan penyediaan tanah makam secara berkala kepada bupati sidoarjo.
Dalam Pasal3 di sebutkan “Tanah makam sebagaimana dimaksud dalampasa?2 hurufa dancadalah meruapakan
fasilitas sosial dan merupakan asset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan terlebih dahulu melalui mekanisme
penyerahan sesuaiatruan perundang-undangan” kemudian dalam peraturan diatas menjelaskan dan mempelihatkan
bahwa penyediaan tanah makam adalah suatu kewajiban pengembang perumahan untuk kepentingan masyarakat
perumahan atau hunian tersebut.

Penegakan Hukum Terkait Kewajiban Penyediaan Lahan Makam Oleh Pengembang Rumah Susun Di
Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Kewajiban Pengembang Perumahan Menyediakan Tanah
Makam adalah salah satu tindakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memenuhi amanah dari
Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasartersebut menyatakan bahwa setiap orang
memiliki hak untuk mengembangkan diri dengan cara memenuhikebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan,dan
mendapatkan manfaat dariilmu pengetahuan,teknologi, seni, dan budayademimeningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan umat manusia. Peraturan Bupatiini mewajibkan pengembangperumahan untuk menyediakan tanah
pemakaman sebagaibentuk tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Dengan adanyakewajiban ini, diharapkan
setiap orang memiliki akses ke pemakaman yang pantas dan layak, tanpa memandang perbedaan sosial atau
ekonomi. Dengan cara ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berusaha meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakatnya, sejalan dengan prinsip-prinsip yangdiamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Dengan begitu seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk mampu mencukupikebutuhan dasarnya
yaitu salah satu kebutuhan dasar masyarakat memiliki sebuah hunian atau rumah tinggal. Untuk menerapkan
instrumen peraturan perundang-undangan yang mengaturterkait penyediaan lahan, maka perlu dilakukan penegakan
hukum bagi para pengembangperumahan yangada di Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang memiliki tugas untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat, dalam menjalankan tugasnya memiliki tugas — tugas yang telah tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Didalam Peraturan Pemerintah ini
menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Menurut
Peraturan Pemerintah ini, urusan pemerintahan didefinisikan dalam Pasal 1 Poin 5 sebagai fungsi-fungsi yang
menjadihak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengaturdan mengurus fungsi-
fungsi tersebut sesuai dengan kewenangannya, dengan tujuan melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat. dalam Peraturan Pemerintah ini juga dijelaskan urusan pemerintahan yang menjadi
wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Halini berarti bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab
dalam mengatur dan melaksanakan berbagai fungsi pemerintahan di tingkat kabupaten/kota untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, memastikan pelayanan publik yangbaik,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan.

Pasal 7 poin 2 dalam PP 38/2007 ini menyatakan bahwa ada beberapa urusan pemerintahan yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diantaranya yaitu urusan pemerintahan dibidang perumahan,
urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, urusan pemerintahan dibidang penataanruang. Hal ini
menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga mem iliki kewenangan untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat dibidang yangberkaitan dengan penelitian ini terkait penyediaan lahan makam bagi penghuni
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rumah susun. Keterkaitan urusan pemerintahan dengan penelitian ini yaitu kewenangan dari Pemerintah Ka bupaten
Sidoarjo dalam hal menjalankan urusan pemerintahan di bidang perumahan, penataan ruang, dan perencanaan
pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya sebagaipelayanan dibidangperumahan, penataan
ruang, dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo telah membuat regulasi yang mengatur terkait
penyediaan perumahan yang menyediakan fasilitas penunjang yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten
Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bukan hanya membuat regulasi saja namun juga menjadi pengawas
kepada setiap pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang perumahan agar dalam melakukan
pembangunan perumahan harus berkesesuaian dengan regulasi yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan
Pemukiman Di Daerah dalam pasal9 menyatakan bahwa salah satu sarana perumahan yangharusdipenuhiadalah
sarana pemakaman yangharusdihadirkan dalam rencana pembangunan atau site plan daripengembangperumahan
tersebut.

Dalam rangka penegakan regulasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kewenangan untuk
melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penegakan regulasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44
Tahun 2011 Tentang Kewajiban Pengembang Perumahan Menyediakan Tanah Makam, Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo mewajibkan kepada pengembang perumahan untuk menyediakan tanah makam yang didasarkan pada
perhitungan 2% dari luasan perumahan yangakan dibangun yangtercantum dalam Pasal 1 Peraturanini. Di dalam
Pasal 2 peraturan ini juga mengatur terkait peruntukkan penyediaan lahan makam oleh pengembang perumahan
dapatdilaksanakan dengan beberapa mekanisme diantaranya sebagaiberikut :

a. Menyediakantanah makam didalam lokasi perumahan atau diluar lokasiperumahan;

b. Menyediakan tanak makam melalui kerjasama dengan pihak desa/kelurahan setempat untuk
mengembangkan makam yangsudah ada didesa/kelurahan dimaksud;

c. Menyediakantanah makam melaluitanah makam yangdisiapkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahandi
Sidoarjo.

Penyediaan lahan makam yangdilakukan oleh pengembangperumahan di Kabupaten Sidoarjo harustercantum
dan terencana dalam rencana tapak (site plan) pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang
perumahan di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki wewenang untuk melakukan
pemeriksaan dan verifikasi terhadap rencana tapak (site plan) pembangunan perumahan tersebut. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Pemukiman Di Daerah dalam pasal 16 menyatakan bahwa Bupati Sidoarjo sebagai
Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki wewenang untuk membentuk tim verifikasi yang
bertugas untuk menilai kebenaran atau penyimpangan antara sarana, prasarana, dan utilitasyang telah ditetapkan
dalam rencana tapak dengan kenyataan dilapangan.

Apabila pengembang perumahan tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan lahan makam pada
rencana tapak (site plan) pembangunan perumahannya, Berdasarkan Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja dalam pasal50angka 15 yangmengubah pasal 150 ayat (1) dan (2) Undang — Undang Nomor
1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyatakan bahwa pengembang perumahan yang
tidak memenuhiketentuan spesifikasi, persyaratan, sarana, dan utilitasumum tidak sesuaimaka dapat dikenaisanksi
adminstratif yangdapat dilaksanakan oleh Pemerintah berupa :

Peringatan Tertulis;

Pembatasan Kegiatan Pembangunan;

Penghentian Sementara Atau Tetap Pada Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan;

Penghentian Sementara Atau Penghentian Tetap Pada Pengelolaan Perumahan;

Penguasaan Sementara Oleh Pemerintah (Disegel);

Kewajiban Membongkar Sendiri Bangunan Dalam Jangka Waktu Tertentu;

Membangun Kembali Perumahan Sesuai Dengan Kriteria, Spesifikasi, Persyaratan, Prasarana, Sarana,
Utilitas Umum Yang Diperjanjikan Dan Standar;

h. Pembatasan Kegiatan Usaha;

i. Pembekuan Persetujuan Bangunan Gedung;

j.  Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
K.

l.

Q@ "o o 0o

Pembekuan/Pencabutan Surat Bukti Kepemilikan Rumabh;
Perintah Pembongkaran Rumah;
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Pembekuan Perizinan Berusaha;

Pencabutan Perizinan Berusaha;

Pengawasan;

Pembatalan Perizinan Berusaha;

Kewajiban Pemulihan Fungsi Lahan Dalam Jangka Waktu Tertentu;
Pencabutan Insentif;

Pengenaan Denda Administratif Dan/Atau;

Penutupan Lokasi.

" v S0TOS 3

Berdasarkan Pasal 151 Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa
pengembang perumahan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria,
spesifikasi, persyaratan, prasarana, saranadan utilitasumum yangtelah diperjanjian maka dapat dipidana dengan
pidana paling banyak Rp.5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah).

Di Kabupaten Sidoarjo sendiri telah memiliki regulasi yang mengatur terkait mekanisme penegakan terhadap
penyediaan lahan makam oleh pengembangperumahan yangadadi Kabupaten Sidoarjo. Di dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rumah Susun menyatakan dalam Pasal 52 bahwa Bupati
berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran penyelenggaraan pembangunan rumah susun yang
tidak sesuai dengan spesifikasi, persyaratan, prasaranan, sarana dan utilitas umum, dan sanksi administratif yang
dimaksud diantaranya sebagaiberikut[15] :

Peringatan Tertulis;

Pembatasan Kegiatan Pembangunan Dan/Atau Kegiatan Usaha;

Penghentian Sementara Pada Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan;
Penghentian Sementara Atau Penghentian Tetap Pada Pengelola Rumah Susun;
Pengenaan Denda Administratif;

Pencabutan IMB;

Pencabutan Sertifikat Laik Fungsi;

Pencabutan SHM Sarusun Atau SKBG Sarusun;

Perintah Pembongkaran Bangunan Rumah Susun, Dan/Atau;

Pencabutan Izin Usaha.

S M0 o0 o

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran yang dikenakan ketentuan denda yang dilaksanakan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perda 4 Tahun 2016 dalam Pasal 53. Adapun wewenang penyidik
yangdimaksud sebagaiberikut :

a. Menerima Laporan Atau Pengaduan Tertulis Dari Lembaga Mengenai Adanya Pelanggaran Peraturan
Daerah Dengan Menyertakan Bukti—Bukti Pelanggaran;

Melakukan Tindakan Pertama Dan Pemeriksaan Di Tempat Kejadian;

Memeriksa Tanda Pengenal Diri Tersangka;

Melakukan Penyitaan Benda Atau Surat;

Mengambil Sidik Jari Dan Memotret Seseorang;

Memanggil Orang Untuk Didengar Dan Diperiksa Sebagai Tersangka Atau Saksi;

Mendatangkan Orang Ahli Yang Diperlukan Dalam Hubungannya Dengan Pemeriksaan Perkara;
Mengadakan Penghentian Penyidikan Setelah Mendapatkan Petunjuk DariPenyidik Umum Bahwa Tidak
Terdapat Cukup Bukti Atau Peristiwa Tersebut Bukan Merupakan Tindak Pidana.

SQ A0 Q0o

Dalam Pasal54 dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 ini, diatur tentangsanksipidana bagi pelaku
pembangunan rumah susun komersialdan/atau pihak lain yangtidak mematuhiketentuan yangberlaku. Pelanggaran
terhadap ketentuan tersebut dapat dikenaihukuman kurungan maksimalselama 6 (enam)bulan atau denda maksimal
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain itu, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. sebelum peneliti melakukan analisis mengenaipenegakan hukum
terkait Peraturan BupatiNomor 44 Tahun 2011 Tentang Kewajiban PengembangPerumahan Menyediakan Tanah
Makam, penelitiakan membahas kondisidi masyarakat terkait dua jenis rumah susun, yaitu rumah susun sewa yang
dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan rumah susun komersial yang dikelola oleh pihak swasta yang

berada di Kabupaten Sidoarjo.
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Dengan demikian, penelitian akan menyoroti kondisi perumahan di masyarakat terlebin dahulu sebelum
membahas penegakan hukum terkait Peraturan BupatiNomor44 Tahun 2011. Halini bertujuan untuk memberikan
gambaran yangkomprehensif mengenaidua tipe perumahan tersebut dan memahamibagaimana regulasi dijalankan
serta dampaknya pada masyarakat setempat. Selanjutnya, penelitian akan menganalisis aspek penegakan hukum
terkait ketentuan dariPeraturan Bupatitersebut.,adapun data tersebut sebagaiberikut :

Tabel 1. Data Jumlah Unit Rusun Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

No Nama Alamat Tempat Pemakaman
Rumah Susun

1 Rusunawa Pucang JI. Stadion, Kemiri, Pucang, Kec. Taman Makam Umum
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa (TMU) Delta Praloyo Asri
Timur 61218

2 Rusunawa Bulusidokare Jalan Raya Rangkah, Perum Bef, Taman Makam Umum
Bulusidokare, Kec. Sidoarjo, (TMU) Delta Praloyo Asri
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234

3 Rusunawa Ngelom J. Raya Ngelom No.2, Ngelom, Taman Makam Umum
Sepanjang, Kec. Taman, Kabupaten (TMU) Delta Praloyo Asri
Sidoarjo, Jawa Timur 61257

4 Rusunawa Wonocolo Rusunawa, Wonocolo, Kec. Taman, Taman Makam Umum
Kabupaten Sidoarjo,Jawa Timur 61257  (TMU) Delta Praloyo Asti

5 Rusunawa Tambak sawah  Desa Jabon, Tambaksawah, Waru, Taman Makam Umum

Sidoarjo Regency, East Java 61256

(TMU) Delta Praloyo Asri

Tabel 2. Data Jumlah Unit Rusun Yang Dikelola Oleh Pihak Swasta

No Nama Alamat Tempat Pemakaman
Rumah Susun
1 Tamansari Prospero JI. Kahuripan Raya No.KAV. 25, Pemakaman Dalam Site
Apartemen Entalsewu, Kec. Buduran, Kabupaten Plan 1  pengembang
Sidoarjo, Jawa Timur 61228 Kahuripan Grub
2 Amega Crown Residence Kp. Baru, Tambakoso, Kec. Waru, Pemakaman Bekerjasama

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

Suncity JIl.  Pahlawan No.01, Mangersari,
Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur 61212

Dengan Desa/Kelurhan
Taman Makam Umum
(TMU) Delta Praloyo Asri

3 Apartemen
Residence

Berdasarkan data Tabel1 dan Table 2 menunjukkan bahwa kebutuhan sarana pemakaman dari hunian Rumah
susun Kabupaten Sidoarjo sudah menyediakan tanah makam, dengan hanya memanfaatkan regulasi yang sudah
mengaturdalam point-point ketersediaannya.

Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Kabupaten Sidoarjo memberikan
regulasi kepada siapapun yangakan melakukan pembangunan maka Peraturan BupatiNomor4 Tahun 2016 Tentang
Rumah Susun telah mengatur mekanisme permohonan izin untuk pendirian rumah susun di Kabupaten Sidoarjo.
Adapun syarat pembangunan diatur yang telah tercantum dalam beberapa pasal yang ada di regulasi tersebut
diantaranya sebagaiberikut:

a) Persyaratan Administratif; Yang termasuk dalam aspek persyaratan administratif adalah Status Hak Atas
Tanahdan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b) Persyaratan Teknis; Bagian dari persyaratan teknis adalah Tata cara pembangunan yang mencakup
persyaratan penggunaan lahan serta dimensi dan desain bangunan, serta kekokohan bangunan yang
mencakup kriteria keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan aksesibilitas;

c) Persyaratan Lingkungan; Aspek persyaratan lingkungan melibatkan keserasian dengan budaya lokal,
keseimbangan ekologis, serta dilengkapi dengan dokumentasi tentang upaya pengelolaan lingkungan di
sekitar lokasi pengembangan perumahan tersebut.
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Secara administratif di lapangan berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perumahan Bapak
Triyanto, S.T.,M.T. Di Dinas Perumahan Pemukiman dan Cipta Kerja Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa para
pengembang perumahan yang ingin mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan maka perlu melengkapi
beberapa persyaratan diantaranya sebagai berikut :

oo oo

=h @

Sertifikat Hak Atas Tanah;

Surat Keterangan Rencana Kabupaten;

GambarRencana Tapak (Site Plan);

Gambar Arsitektur yang memuat denah, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan
jelas batasan secara vertikaldan horizontaldarirumah susun;

GambarRencana Strukturbeserta hitungannya,

GambarRencana yangmenunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersamadan;
GambarRencana Utilitas Umum dan Instalasibeserta perlengkapannya.

Berdasarkan hasilwawancara penelititelah didapatkan informasibahwa salah satu bentuk penegakan hukum
terkait izin mendirikan bangunan perumahan ini dibeberapa tahapan. Adapun tahapan — tahapan yang ada
berdasarkan regulasiyang ada diantaranyasebagaiberikut :

a.

Tahapan Perencanaan yaitu ketika proses merencanakan pembangunan termasuk izin lokasi, izin
perencanaan, dan IMB serta status lokasi tanah yang akan dibangun serta fasilitas umum dan utilitas
pendukung lainnya. Di tahapan ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan pengawasan begitu
ketatdan apabila dalam melengkapipersyaratan administrasitidak terpenuhimaka Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo melalui dinas terkait tidak akan mengeluarkan Surat Ketetapan dan/atau Surat Rekomendasi
terkait izin tersebut dan akan mengembalikan berkas administrasi tersebut untuk di lengkapi kembali
dengan memberikan masa waktu perbaikan berkasagar segera dipenuhi;

Tahapan Pembangunan yaitu ketika proses pembangunan perumahanan harusberdasarkan rencana dalam
proyek yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, apabila pembangunan tidak sesuai maka
menghentikan pembagunan tersebut dan disesuaikan kembalidengan rencana yangtelah direkomendasikan
oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Tahapan Penyerahan yaitu ketika proses penyerahan sebagian atau keseluruhan fasilitasumum dan sosial
dalam bentuk aset kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, di tahapan ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan kembali terkait keseluruhan administrasi dan
pembangunan bangunan apakah telah sesuai standar, apabila tidak sesuai standar maka pelaksanaan
penyerahan tersebut tidak dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelum disesuaikan dengan
standaryangtelah direncanakan diawal.

Berdasarkan Analisa Artikel bahwa di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki regulasi yang mengatur terkait
penyediaan lahan makam dengan tolak ukurnya yaitu luasan lahan, Kabupaten Sidoarjo dirasa masih memperlukan
regulasi khusus yang mengatur penyediaan lahan makam yang didasarkan dengan jumlah huniannya karena
mengingat ketika hanya berdasarkan jumlah luasan tanah maka tidak berbanding lurus dengan jumlah hunian dan
penghuninya dan dikhawatirkan akan terjadiproblem baru terkait ketersediaan tanah makamyangtidak berbanding
lurus dengan angka kematian dariwarga hunian tersebut.

Peraturan Perundang— Undangan di Indonesia juga telah mengatur bentuk bentuk sanksiapabila pengembang
perumahan apabila tidak melaksanakan kewajiban maka akan terdapat sanksi — sanksi yang akan dilakukan,
diantaranya sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
kemudian ada perubahan diundang-undangnomor 11 tahun 2020 tentangcipta kerja diantara pasal 134 dan pasal
151 ayat 1 disebutkan sebagaiberikut;

Pasal134 Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun

perumahan sesuaidengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana,sarana,dan utilitas umum
yangdiperjanjikan.

Pasal 151 Ayat Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun

1

perumahan sesuaidengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana,dan utilitasumum
yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
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Dalam Pasal 151 dijelaskan bahwa unsur subjektif dari tindak pidana ini adalah "setiap orang,” sedangkan
unsur objektifnya adalah "menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan Kkriteria,
spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana,dan utilitasumum yangtelah disepakati, yangmengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.” Pasal 151 ini merupakan ketentuan
pidana yangmemiliki kaitan dengan norma larangan yang juga terdapat dalam Pasal 134.

Isi dari Pasal134 mencakup larangan menyelenggarakan pembangunan perumahan yangtidak sesuai dengan
kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah disepakati, serta standar yang
berlaku. Oleh karena itu, pembangunan perumahan harus sesuaidengan rencana pembangunan yangtelah disepakati
sebelumnya. Beberapa istilah penting yang digunakan dalam ketentuan inidijelaskan sebagaiberikut:

e Prasarana: Merujuk pada komponen dasar fisik dalam lingkungan hunian yang memenuhi standar
tertentu untuk memenuhikebutuhan tinggal yang layak, sehat,aman, dan nyaman.

e Sarana: Merupakan fasilitas yang ada dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

e Utilitas Umum: Komponen pendukung yang menyediakan layanan bagi lingkungan hunian secara
umum.

Dalam Undang-UndangNomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,Pasal 151 ayat
(2) juga menjelaskan sanksipidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidanayangmelanggar
Pasal 151 ayat (1). Sanksi pidana tambahan tersebut berupa kewajiban membangun kembali perumahan sesuai
dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana,dan utilitasumum yangtelah disepakatisebelumnya.

Penting untuk dicatat bahwa sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana, sesuai dengan
Pasal 134, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 151 ayat (2), bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, pelaku yang
melanggar Pasal 134 akan dikenakan dua sanksi pidana secara bersamaan. Pertama, sanksi pidana berupa denda
dengan jumlah maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kedua, sanksi pidana tambahan berupa
kewajiban membangun kembaliperumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan
utilitas umum yang telah disepakati sebelumnya. Kedua sanksi pidana ini harus dipenuhi secara simultan atau
bersama-sama oleh pelaku tindak pidana, tanpa pilihan untuk hanya menjalanisalah satu darikeduanya

VIl. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran diatas, Kewajiban dalam penyediaan tanah makam dikabupaten sidoarjo sudah di
aturdalam perbub nomor44tahun 2011 tentangkewajiban pengembang menyediakan tanah makam dalam regulasi
tersebut di jelaskan bahwa hukum wajib menyediakan dan menyediakan sebesar2% (dua persen) dari luasan tanah
perumahan pengembang yangdibangun, kemudian bentuk dari perwujutan ketersediaan makam dibagi menjadi 3
point diantara menyediakan diantara 1. menyediakan disite plan atau wilayah perumahan, 2. menyediakan di desa
atau kelurahan tempat perumahan dibangun di buktikan dengan surat Kerjasama, dan 3. menyediakan tanah
pemakaman dengan asosiasi perumahan diwilayah kabupaten sidoarjo. penegakan dikabupaten sidoarjo apabila
pihak pengembangtidak menyediakan tanah makam sudah diatursecara jelasdalam beberapa regulasidiantara lain
undang — undang 4 tahun 2016 tentang rumah susun mengatur ( Persyaratan administrasi, Teknis dan Ekologis ),
mekanisme penegakan dan wewenangpenyedik dan Pemerintah daerah dalam penegakan dalamregulasi lain yang
mengatur penegakan pengembangdalam tidak menyediakan tanah makam diaturdalam undang-undang nomor 11
tahun 2020 tentang cipta kerja perubahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan
Kawasan pemukiman tentang sanksi administrasi. Kemudian saksipidana juga diatur dalam pasal 134 dan pasal
151 dalam undang-undangtersebut. Dalam hasil wawancara mendapatkan muatan syarat pengajuan pembangunan
Rumah susun sudah diatur dan bentuk penegakan terkait mendirikan rumah susun, Adapun dalam regulasi
dikabupaten sidoarjo sudah ada penegakan namun dalam perkembangan pembangunan rumah susun perlunya
pembaruan regulasitentangmenentukan jumlah tanah pemakaman dalam rumah susun karena bila mana memakai
regulasi tentangperbub 44 tahun 2011 menghitungberdasarkan jumlah luasan dalam rumah susun luasan tanah tidak
berbandinglurus dengan kebutuhan makam.
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